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saat ini aktif sebagai wakil bupati atau 

wakil wali kota, dan dalam Pilkada saat 

ini maju sebagai bupati, atau wali kota. 

Ada juga yang mereka tetap maju sebagai 

wakil, seperti terjadi di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan dan Sumatera 

Selatan. Selanjutnya, sebanyak 14 orang 

calon perempuan merupakan anggota 

legislatif baik di tingkat daerah maupun 

nasional. Sebanyak 15 perempuan 

berprofesi sebagai pengusaha. Tiga posisi 

inilah yang paling dominan menghiasi 

latar belakang perempuan yang memiliki 

perspektif perempuan dan maju sebagai 

calon kepala daerah maupun wakil kepala 

daerah. Sementara secara berturut 

mereka berasal dari kalangan birokrat, 

ibu rumah tangga, karyawan swasta, 

profesional (advokat) dan pendidik (guru 

dan dosen). 

Kajian ini salah satunya ditujukan 

untuk melihat apakah perempuan 

yang memiliki perspektif perempuan 

juga memiliki kedekatan dengan elit 

dominan. Grafik 12 dapat menunjukkan 

hal tersebut, dari 69 perempuan yang 

memiliki perspektif perempuan,  lebih dari 

separuhnya, 50 perempuan tidak memiliki 

hubungan dengan kekuasaan sebelumnya. 

Sejumlah 27 persen atau 17 perempuan 

memiliki kedekatan, baik berupa ikatan 

perkawinan (10 perempuan), pertalian 

daerah (7 perempuan) dan sisanya 

2 perempuan tidak diketahui karena 

minimnya informasi yang tersedia 

(grafik12). 

Kajian ini menunjukkan ada 17 

perempuan yang memiliki kedekatan 

dengan elit dominan dan sekaligus 

memiliki perspektif perempuan. Di satu 

sisi, kedekatan dengan elit dominan 

bisa dimaknai secara negatif, karena 

sesungguhnya tidak begitu sulit bagi 

perempuan yang memiliki kedekatan 

dengan kekuasaan menjadi kepala daerah. 

Seluruh  modal yang diperlukan untuk 

Grafik 12 
Kategori Perspek tif Perempuan Calon dengan Ke-

dekatan Calon Perempuan dengan Kekuasaan

N: 69



38

Kepemilikan perspektif tentang isu 
perempuan ini merupakan berita yang 
baik dalam proses demokratisasi dan 
keterlibatan perempuan dalam politik 
formal di Indonesia

memenangi kontestasi telah dimiliki, uang, 

popularitas, jaringan dan sebagainya. 

Inilah yang juga dikhawatirkan, kondisi ini 

akan menutup kesempatan bagi mereka 

yang memiliki kapasitas, integritas, dan 

perspektif perempuan namun minim 

modalitas. Kepemimpian, rotasi kekuasaan 

dengan begitu akan berpusar hanya pada 

segelintir kelompok saja. Di sisi lain, ini 

juga peluang bagi gerakan perempuan, 

fenomena maraknya elit perempuan 

yang mencalonkan diri perlu ditangkah 

dengan terus mengawal agar visi dan misi 

pemberdayaan perempuan tidak sebatas 

di panggung kampanye, tapi betul-betul 

menjadi program dari calon kepala daerah 

perempuan yang kelak memenangi 

pemilihan. 

3.2.  ANALISIS PETA PERSPEKTIF 
PEREMPUAN

Para aktivis politik telah lama 

mengungkapkan hubungan antara ke-

hadiran pemegang jabatan perempuan 

dan sifat agenda politik. Sebuah lengan 

gerakan feminis yang penting telah 

mengampanyekan pemegang jabatan 

perempuan selama beberapa dekade 

seperti National Women’s Political Caucus 

(NWPC), didirikan tahun 1971, dan 

Women’s Campaign Fund (WCF), didirikan 

tahun 1974, bekerja meningkatkan 

jumlah perempuan pro pemilihan dalam 

jabatan yang dipilih dan ditunjuk tanpa 

memandang afiliasi partainya. Kedua 

kelompok ini percaya bahwa pemimpin 

perempuan akan meningkatkan perhatian 

publik dan memberikan solusi inovatif 

atas banyak masalah sosial yang meliputi 

kemiskinan, kualitas hidup, pemeliharaan 

anak berkualitas dan perawatan 

kesehatan, upah setara, perumahan 

terjangkau, kesejahteraan ibu dan anak. 

(Beck, 1997 dalam Bennion, 2001).

Hal ini senada dengan gambaran 

tentang adanya 69 perempuan yang 

memiliki perspektif perempuan dari 121 

perempuan yang berkontestasi dalam 

proses Pilkada serentak. Kepemilikan 

perspektif tentang isu perempuan ini 

merupakan berita yang baik dalam 

proses demokratisasi dan keterlibatan 

perempuan dalam politik formal di 

Indonesia. Meskipun jumlah persentase 

keterwakilan secara nasional hanya 

sampai 7,3% atau 121 orang,  namun 

lebih dari setengahnya atau sekitar 57% 

memiliki keberpihakan isu perempuan 

dengan beragam kategori. Mereka juga 

mengombinasikan kategori ruang bagi 

isu perempuan untuk ditawarkan dalam 

visi, misi dan program. Kabar baiknya, 

perspektif keberpihakan paling besar 

ditunjukkan perempuan adalah pada isu 

politik. Isu politik yang dimaksud adalah 

keberpihakan terhadap dorongan 

kepemimpinan politik perempuan 

dalam proses demokratisasi yakni 

sebanyak 22 perempuan. Kondisi ini 

menggambarkan, isu kepemimpinan 

politik perempuan merupakan sarana 

yang paling banyak digunakan calon 

perempuan untuk berjuang dalam 

kontestasi. Ini pertanda bahwa calon 
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perempuan mulai beralih dari isu-isu sosial 

yang biasa muncul dalam lingkup program 

yang ditawarkan kepada perempuan.  

Sementara itu, arena strategis 

yang diperebutkan perempuan juga 

berada dipucuk pimpinan tertinggi 

yakni posisi calon wakil bupati yakni  

31 perempuan, 29 perempuan adalah 

calon bupati. Meski posisi kepala daerah 

(bupati dan wali kota) bukan yang paling 

banyak diperebutkan, namun kajian 

menunjukkan, loncatan perempuan 

dari wakil bupati aktif dan pada Pilkada 

2015 ini memilih maju sebagai bupati/

wali kota menandakan perempuan 

telah menganggap penting arena politik 

untuk memperjuangkan kepentingan-

kepentingan perempuan. Posisi paling 

tinggi dianggap perempuan paling 

strategis untuk mengubah kebijakan bagi 

para perempuan.

 Sue Thomas seorang cendekiawan 

pernah melontarkan lima alasan mengapa 

perempuan perlu meningkatkan 

partisipasinya dalam politik atau untuk 

meningkatkan proporsi keterwakilannya 

dalam jabatan politik (Thomas dan Wilcox 

1998, dalam Bennion, 2001). Pertama, 

kesempatan yang sama bagi kedua 

jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, 

untuk memangku jabatan politik bisa 

meningkatkan legitimasi pemerintahan 

demokratis yang mengklaim mewakili 

semua warga negaranya. Kedua, 

warga negara percaya bahwa semua 

warganegara mempunyai kesempatan 

yang sama untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan politik. Jika 

hal ini dapat diwujudkan, maka tingkat 

kepercayaan dan dukungan terhadap 

pemerintah akan meningkat, dan 

hal ini bisa membantu menciptakan 

pemerintahan yang lebih stabil. Ketiga, 

perempuan merupakan kelompok talenta 

yang besar. Kemampuan, titik pandang, 

dan ide-ide mereka dapat menguntungkan 

masyarakat dengan melibatkan pemegang 

jabatan laki-laki dan perempuan sekaligus. 

Keempat, pemerintahan yang merangkul 

pemimpin laki-laki dan perempuan 

menyampaikan pesan kepada kaum muda 

laki-laki dan perempuan, juga warga 

negara dewasa dari semua kelompok 

umur, bahwa dunia politik terbuka bagi 

semua orang dan semua golongan, tidak 

hanya sebagai wilayah eksklusif laki-laki. 

Alasan ini didasarkan pada legitimasi, 

stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya.  

Kelima, alasan mengenai pentingnya 

Dalam sebuah tatanan good 
governance sebagai konsekuensi 

dari sistem demokrasi, maka 
keterlibatan perempuan dalam 

pengambilan keputusan merupakan 
hal yang wajib diperhatikan
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untuk memasukkan perempuan dalam 

jajaran pemimpin politik dilandasi oleh 

fakta bahwa laki-laki dan perempuan 

mempunyai pengalaman hidup berbeda. 

Dengan adanya perbedaan ini, laki-laki 

dan perempuan bisa saling mengisi 

dan menyempurnakan peran masing-

masing. Secara khusus, pembagian tugas 

berdasar jenis kelamin yang berkelanjutan 

di tempat kerja maupun di rumah 

dapat berubah menjadi cara tersendiri 

untuk memandang usulan legislasi dan 

agenda politik berbeda, karena jiwa 

pengabdian, pemeliharaan, dan religiusitas 

yang mereka miliki, diharapkan akan 

memberikan cara yang berbeda dalam 

kepemimpinan. 

Dari gambaran tersebut dapat 

dilihat, apa yang terjadi dalam konteks 

keterlibatan perempuan dalam politik, 

dalam Pilkada sebenarnya juga telah 

sesuai dengan semangat perjuangan 

para feminis yang memperjuangkan 

keterlibatan perempuan dalam 

demokrasi. Dalam sebuah tatanan good 

governance sebagai konsekuensi dari 

sistem demokrasi, maka keterlibatan 

perempuan dalam pengambilan 

keputusan merupakan hal yang wajib 

diperhatikan. Dalam konteks pemilihan 

Pilkada langsung, posisi perempuan untuk 

terlibat telah diberikan ruang. Meskipun 

demikian, keterlibatannya memang 

belum memenuhi prasyarat representasi 

kuota seperti dalam level pemilu legislatif 

sebanyak 30%. Ruang kompetisi yang 

dibuka seluas-luasnya dalam proses 

Pilkada ini adalah pertanda ruang 

demokrasi bisa dimasuki perempuan 

untuk dapat berkontestasi.

Namun tidak bisa dipungkiri seperti 

terlihat pada grafik 12, kebanyakan 

perempuan yang memiliki perspektif 

pun tidak bisa dilepaskan dari lingkaran 

sekitar kekuasaan dan penguasaan kapital. 

Hampir sebagian besar perempuan yang 

memiliki perspektif ini memiliki latar 

belakang sebagai petahana atau penguasa 

dari periode sebelumnya. Sejumlah calon 

yang saat ini masih  duduk pada kursi 

kepala daerah maupun wakil kepala 

daerah yang kemudian melanjutkan 

jabatan untuk periode kedua. Selain 

petahana, kandidat perempuan didominasi 

oleh pengusaha dan legislatif yang juga 

memiliki kedekatan dengan kekuasaan, 

baik berupa ikatan perkawinan dan ikatan 

darah. Ini menandakan bahwa saluran-

saluran yang memang telah dibuka dalam 

ruang demokrasi bagi perempuan masih 

menyisakan persoalan. Perempuan-

Apa yang terjadi dalam konteks keterlibatan 
perempuan dalam politik, dalam Pilkada 
sebenarnya juga telah sesuai dengan 
semangat perjuangan para feminis yang 
memperjuangkan keterlibatan perempuan 
dalam demokrasi.
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perempuan ini ternyata masih harus 

berusaha menembus tembok kekuasaan 

yang masih tidak ramah bagi perempuan 

yang tidak memiliki hubungan kedekatan 

kekuasaan politik maupun modal 

ekonomi. Kondisi ini jika terus menerus 

terjadi membuka ruang terjadinya patron 

klien bahkan oligarki politik yang lebih 

kuat dalam proses demokratisasi politik di 

tingkat lokal yang melibatkan perempuan 

di arena kekuasaan. Tantangannya, bukan 

tidak mungkin perempuan ini justru 

nantinya tidak akan memperjuangkan 

kepentingan politik perempuan namun 

terjebak dalam lingkaran pragmatis 

kekuasaan karena hubungan kedekatan 

lingkaran kekuasaan (hubungan 

kekeluargaan).  Maka kemudian hal yang 

harus dilakukan adalah memastikan 

dan mengawal para perempuan ini 

untuk tetap lurus pada isu yang dibawa. 

Dengan demikian, pendidikan politik 

bagi konstituen perempuan juga perlu 

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, 

misi dan program tentang isu perempuan 

benar-benar dilakukan dan dirasakan 

langsung oleh konstituen perempuan 

sebagai penerima manfaat. []



Bagian IV

Lingkar Kekuasaan di Sekitar 
Calon Perempuan Peserta Pilkada 
Serentak 2015

4.1.  PEREMPUAN KANDIDAT & 
KELOMPOK KEPENTINGAN 

Seperti disampaikan diawal tulisan ini 
terdapat 121 kandidat perempuan 
yang akan ikut memperebutkan suara 
pemilih untuk memenangkan Pemilihan 
Kepala Daerah serentak pertama pada 
9 Desember 2015 mendatang. Di 
antara mereka terdapat seorang calon 
gubernur perempuan di Sulawesi Utara 
di antara calon gubernur dan wakil 
gubernur di sembilan Propinsi yang akan 
menyelenggarakan Pilgub. 

Sementara pada tingkat kabupaten/

kota terdapat 120 kandidat perempuan 

dengan rincian 8 perempuan calon wali 

kota, 14 calon perempuan wakil wali 

kota, 46 perempuan calon bupati dan 

52 perempuan calon wakil bupati. Jika 

dipersentasekan dari total kandidat yang 

mengikuti Pilkada serentak 2015 yang 

berjumlah 1656 kandidat, hanya terdapat 

7,3% kandidat perempuan. Jumlah yang 

masih sangat kecil. 

Dari 121 kandidat perempuan 

sebagian besar tidak memiliki hubungan 

kekerabatan dengan kepala daerah yakni 

gubernur/wakil gubernur, wali kota/

wakil wali kota maupun bupati/wakil 

bupati, baik yang sudah mantan maupun 

yang masih menjabat, yaitu, sebanyak 

91 orang (75,2%); 28 orang (23,1%) 

memiliki hubungan kekerabatan dengan 

kepala daerah dan 2 orang (1,7%) tidak 

diketahui apakah memiliki atau tidak 

memiliki hubungan kekerabatan dengan 

kepala daerah. 

Grafik 13 dapat memberikan 

petunjuk, lebih dari separuh kandidat 

perempuan dalam Pilkada serentak 

2015 tidak memiliki hubungan dengan 

kelompok elit dominan pada tingkat lokal. 

Sebanyak 23,1% atau 28 perempuan 

memiliki hubungan dengan elit dominan, 

dan sisanya 2 orang tidak diketahui. Grafik 



13 juga memberikan informasi, ke-28 

perempuan yang memilliki kedekatan/

relasi dengan elit dominan terbagi dalam 

(1) Ikatan perkawinan sebanyak 17; 

(2) Pertalian darah (10) dan hubungan 

kekerabatan 1 perempuan. 

Dalam kajian ini, yang dimaksud 

sebagai elit dominan adalah mantan 

kepala daerah dan kepala daerah yang 

masih aktif.  Survey yang dilakukan oleh 

Demos pada tahun 2003-2004 dan 2007 

memasukkan kepala daerah sebagai 

Grafik 13 
Pertalian Calon Perempuan 

dalam Pilkada Serentak 2015 
dengan Elit Dominan Lokal

N: 121
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elit dominan yang berkepentingan atas 

demokrasi (2004, 2009). Dua kali survey 

Demos menunjukkan perkembangan 

elit dominan dalam menggunakan, 

memanfaatkan bahkan memonopoli 

instrumen-instrumen demokrasi untuk 

merebut kekuasaan dan kepentingan 

ekonomi politik mereka.   

Kajian ini menunjukkan ikatan 

perkawinan yang dimaksud adalah ketika 

calon perempuan adalah istri dari kepala 

daerah baik yang masih aktif maupun 

purna tugas. Sementara, pertalian darah 

adalah hubungan calon perempuan baik 

sebagai anak atau ibu dari kepala daerah 

yang masih menjabat atau yang telah 

berakhir masa kerjanya. Ada 1 perempuan 

yang memiliki hubungan kekerabatan 

dengan kapala daerah, kekerabatan yang 

dimaksud dalam kajian ini adalah kakek, 

nenek, bibi, paman dan keponakan. 

Jika dilihat dari latar belakang 

profesi atau pekerjaan calon perempuan 

Pilkada serentak 2015,  terdapat empat 

besar latar belakang profesi calon 

perempuan peserta Pilkada serentak 2015 

sebagaimana ditunjukkan pada grafik 

14, yaitu: 27 kandidat (22,3%) berlatar 

belakang legislatif, meliputi anggota 

DPRD Kota/Kabupaten, anggota DPD RI 

dan anggota DPR RI; 27 kandidat (22,3%) 

berlatar belakang pengusaha; 21 kandidat 

(17,4%) berlatar belakang petahana, dan 

16 kandidat (13,2%) berlatar belakang 

birokrat. Sisanya berlatar belakang ibu 

rumah tangga 6 kandidat (5%), berlatar 

belakang keahlian-keahlian yang spesifik 

(profesional) seperti dokter dan advokat/

konsultan hukum ada 6 kandidat (5%), 

berlatar belakang pendidik, seperti guru, 

pengasuh pesantren dan dosen terdapat 8 

kandidat (6,6%), dan 10 kandidat (8,3%) 

berlatar belakang swasta. 

Data pada grafik 14 memperlihatkan 

dengan jelas bahwa perempuan-

perempuan yang terlibat sebagai kandidat 

pada Pilkada serentak gelombang 

Grafik 14   
Latar Belakang Calon Perempuan 
dalam Pilkada Serentak 2015

N: 121
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pertama 2015 sangat sedikit, bahkan 

hampir tidak ada dari aktor-aktor 

alternatif yang memiliki latar bekalang 

dan konsentrasi terhadap perjuangan 

demokratisasi. Mereka ini yang secara 

konsisten mengampanyekan dan 

mengadvokasi nalar dan kepentingan-

kepentingan publik secara demokratis. 

Sangat disayangkan, aktivis pro demokrasi 

ini masih termarjinalisasi dan tereksklusi 

dalam proses-proses politik formal seperti  

Pilkada. 

Justru sebagian besar dari kandidat 

perempuan dalam Pilkada serentak 

2015 berasal atau bagian dari kelompok-

kelompok sosial-ekonomi-politik 

yang dianggap berseberangan, atau 

paling tidak menghambat agenda-

agenda demokratisasi karena mereka 

lebih mementingkan diri sendiri dan 

kelompoknya untuk melindungi, 

mendapatkan dan memperbesar 

kepentingan-kepentingan ekonomi 

dan kepentingan-kepentingan politik 

mereka. Kelompok-kelompok ini meliputi 

politisi parlemen, birokrat, pengusaha 

dan petahana. Temuan kajian ini seakan 

mengafirmasi penelitian-penelitian 

sebelumnya tentang demokrasi pada level 

lokal yang dimonopoli oleh kekuatan-

kekuatan elit dominan lokal, terutama 

jika mengaitkan isu-isu demokrasi dengan 

kekuasaan. 

Kondisi seperti uraian di atas 

memperlihatkan “optimisme minimum” 

jika data  antara latar belakang dan 

relasi calon perempuan dengan kepala 

daerah atau elit lokal disilangkan seperti 

tampak pada grafik 15. Sebagaimana 

ditunjukan pada grafik 15, sebagian 

besar calon perempuan tidak memiliki 

hubungan dengan kepala daerah. Dari 

121 perempuan kandidat, hanya 28 

perempuan yang memiliki hubungan 

dengan elit dominan, mereka berasal dari 

hampir semua kategori latar belakang, 

yaitu legislatif (12 orang), petahana (9 

orang), birokrat (2 orang), swasta (2 

orang), pengusaha (2 orang), pendidik (1 

orang). 

Jika dilihat lebih detil maka grafik 

15 dapat menjelaskan sebagai berikut: 

Calon perempuan dengan latar belakang 

legislatif berjumlah 27 orang, dengan 

12 orang atau 44% memiliki hubungan 

dengan kepala daerah meliputi ikatan 

perkawinan (7 orang) dan pertalian darah 

(12 orang). Kategori dari latar belakang 

petahana berjumlah 21 orang, dimana 

9 perempuan diantaranya memiliki 

hubungan dengan kepala daerah yaitu 4 

perempuan masing-masing adalah istri 

(ikatan perkawinan) atau anak (pertalian 

darah) dengan kepala daerah, serta 1 

kandidat perempuan adalah kerabat dekat 

dari kepala daerah. Calon perempuan yang 

berlatar belakang birokrat berjumlah 16 

kandidat, dengan 3 diantaranya memiliki 

ikatan perkawinan dengan kepala daerah. 

Kategori pengusaha juga berjumlah 27 

kandidat, namun sebagian besar tidak 

memiliki pertalian apapun dengan kepala 

daerah. Dari jumlah itu, hanya ada 2 orang 

saja yang memiliki kedekatan dengan 

kepala daerah yakni ikatan perkawinan. 

Selain kelompok kategori yang telah 

diuraikan di atas, kelompok kategori 

yang memiliki hubungan kekerabatan 

adalah latar belakang swasta sebanyak 

2 orang berupa ikatan darah dan ikatan 

perkawinan, serta pendidik 1 orang 

dengan hubungan perkawinan. 

Menarik jika mencermati kategori 

profesional, seperti dokter dan advokat/
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konsultan hukum, dari total 6 orang 

kandidat tidak ada yang memiliki 

hubungan apapun dengan kepala daerah. 

Kategori terakhir adalah ibu rumah tangga 

juga demikian, keseluruhan kandidat 

tidak memiliki memiliki hubungan dengan 

kepala daerah sementara 2 kandidat tidak 

diketahui. 

Data pada grafik 15 terlihat 

menggembirakan karena sebagian 

besar calon perempuan peserta Pilkada 

serentak gelombang pertama 2015 adalah 

aktor-aktor baru di luar elit dominan 

lokal kepala daerah atau tidak memiliki 

hubungan dengan mereka disebabkan 

pertalian darah, ikatan perkawinan 

maupun hubungan kekeraban. Hal 

tersebut menimbulkan optimisme, meski 

minimum, ditengah-tengah demokratisasi 

yang bercorak elitis dan oligarkis (Demos, 

2005, 2009, SATUNAMA, 2013). 

Optimisme ini dikarenakan 

sebagian besar (75%) atau 91 kandidat 

perempuan dalam Pilkada serentak 2015 

tidak terafiliasi pada elit dominan lokal, 

kepala daerah. Karena jika para kandidat 

perempuan dalam Pilkada serentak 2015 

memiliki pertautan dengan kepala daerah, 

berpotensi memunculkan dinasti politik, 

klan politik keluarga, kepentingan bisnis 

keluarga melalui kebijakan-kebijakan 

pemerintah, dll pada tingkat lokal yang 

banyak terjadi di beberapa daerah di 

Indonesia. Hal lain dari fenomena calon 

perempuan dalam Pilkada serentak 2015 

adalah mereka melonggarkan patriarkisme 

politik pada level lokal. Minimum karena 

meski tidak terafiliasi pada kepala daerah 

sebagai elit dominan lokal, mereka para 

kandidat perempuan tersebut berlatar 

belakang kelompok sosial-ekonomi-

politik yang dianggap memperlambat 

demokratisasi pada level lokal.

Grafik  15 
Latar Belakang Calon Perempuan Berdasarkan 
Hu bungan Kekerabatan dengan Elit Dominan 

N: 121



Bagian V

Calon Perempuan dalam Pilkada 
Serentak 2015:  
Ruang Demokrasi Pada Tingkat 
Lokal

5.1.  PENGANTAR

Pilkada adalah wujud formalisme 

demokrasi untuk  mencapai kekuasaan 

di tingkat lokal. Melihat Pilkada sebagai 

mekanisme formal merebut kekuasaan 

dalam konteks demokrasi lokal sangat 

penting dilakukan. Dalam sistem 

demokrasi yang dianut di Indonesia, 

Pilkada merupakan jalan syah dan absah 

bagi setiap warga negara untuk memilih 

dan dipilih sebagai kepala daerah. 

Prosedur dan mekanisme demokrasi 

harus dipenuhi jika seorang calon kandidat 

akan mencalonkan diri dalam Pilkada. 

Sebagai wujud formalisasi demokrasi 

untuk pertama kalinya, Pilkada secara 

langsung diselenggarakan pada tahun 

2005 setelah diundangkannya UU. No.32/

tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Persoalan Pilkada menjadi satu di 

antara indikator regresi-stagnasi-progresi 

demokratisasi di Indonesia. Sehingga pada 

tahun 2014 setelah melalui drama politik 

yang sangat menyita perhatian publik 

tentang pengundangan UU. No. 22/2014 

yang mengembalikan pemilihan kepala 

daerah (gubernur, bupati, wali kota) 

kepada DPRD yang sebelumnya dipilih 

langsung oleh rakyat, di penghujung 

masa pemerintahannya Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menerbitkan 2 

(dua) Perppu untuk membatalkan UU 

Pilkada tidak langsung. Pertama, Perppu 

No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan 

gubernur, bupati dan wali kota yang 

mencabut UU No. 22 tahun 2014 yang 

mengatur pemilihan Kepala Daerah tidak 

langsung oleh DPRD. Kedua, Perppu No. 

2 tahun 2014 tentang perubahan UU No 

23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah yang isinya menghapus tugas 

dan wewenang DPRD untuk memilih 

Kepala Daerah. Kedua Perppu diterbitkan 

oleh SBY karena penolakan publik yang 

massif dan luas atas UU. 22/2014 yang 
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menganulir Pilkada langsung. Di masa 

Presiden Jokowi Perppu No. 1/2014 

ditetapkan menjadi UU No. 1/tahun 

2015 yang menimbulkan dinamika 

politik di Parlemen dengan klimak 

pada ditetapkannya Undang-undang 

No. 8/2015 tentang Perubahan UU. 

No.1/2015 tentang Penetapan PERPPU 

No.1/2014 tentang Pemilihan gubernur, 

bupati dan wali kota. UU. No.8/2015 ini 

adalah Undang-undang yang menjadi 

payung hukum penyelenggaraan Pilkada 

serentak gelombang pertama pada tahun 

2015 ini. 

Oleh banyak pengkaji demokrasi 

Indonesia, Pilkada langsung dianggap 

sebagai lompatan demokratik dengan 

hasil-hasil dramatis yang menghasilkan 

pergantian kepemimpinan pada tingkat 

lokal. Julia Suryakusuma (2014) mencatat 

dari 219 Pilkada yang diselenggarakan 

sepanjang tahun 2005 menghasilkan 

pergantian kepala daerah sebanyak 40%. 

Sayangnya, Julia menjelaskan bahwa “elit 

baru” yang tak sepenuhnya baru ini adalah 

“orang lama” Orde Baru yang sebelumnya 

sempat tiarap. Mereka ini merupakan 

orang-orang lama yang berhasil comeback 

merebut kekuasaan dengan menggunakan 

demokrasi elektoral. 

Jadi, sesungguhnya jika dilihat lebih 

dalam pergantian kepemimpinan kepala 

daerah tidak memiliki arti yang signifikan 

bagi demokrasi yang lebih substantif 

pada tingkat lokal. Klinden (2014) 

menyimpulkan bahwa demokratisasi di 

Indonesia menimbulkan politik patronase 

pada tingkat provinsial.  Edward Aspinal 

dan Mada Sukmajati (2015) menyatakan 

hal yang serupa. Studi mereka di 

beberapa kabupaten/kota terhadap 

kandidat calon legislatif pada pemilu 

2014 memperlihatkan bahwa para calon 

legislatif terjebak dalam politik patronase 

klientelistik. Dua kali Survey Demos 

(2003-2004 dan 2007) dan Survey 

SATUNAMA (2013) memperlihatkan 

hal yang kurang lebih sama bahwa 

demokratisasi pada level lokal diokupasi 

dan dimonopoli oleh elit dominan. Mereka 

ini tidak hanya memiliki kemampuan akses 

terhadap negara, akan tetapi memiliki 

basis sosial yang kuat. Dalam oligarkisme 

demokrasi dan politik patron-klien ini 

di manakah keberadaan perempuan, 

terutama dalam politik. Julia Suryakusuma 

berargumen, selepas dari kungkungan 

rejim militerisme kursif, perempuan  

masuk ke dalam kendali primodialisme 

lokal yang berbasis pada suku/agama. 

Kajian ini melihat perempuan, 

khususnya dalam Pilkada serentak, dan 

umumnya pada demokratisasi pada 

tingkat lokal. Peluang mana yang bisa 

mereka gunakan dan maksimalkan 

dalam merebut hak-hak politik mereka 

sebagai warga negara, termasuk 

juga dalam mencalonkan diri sebagai 

kandidat kepala daerah. Tantangan apa 

yang mereka hadapi di dalam kuatnya 

patriarkisme politik pada tingkat lokal dan 

struktur kesempatan mana yang mereka 

manfaatkan untuk mencapai tujuan-

Oleh banyak pengkaji demokrasi 
Indonesia, Pilkada langsung dianggap 

sebagai lompatan demokratik 
dengan hasil-hasil dramatis 

yang menghasilkan pergantian 
kepemimpinan pada tingkat lokal.
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tujuan politik mereka dalam konteks 

Pilkada. 

UU. No. 8/2015 mengatur dua 

jalur pendaftaran untuk mencalonkan 

diri sebagai kepala daerah, yaitu; 1) 

diusung oleh partai politik atau gabungan 

partai politk, 2) jalur perseorangan/

independen. KPU sebagai penyelenggara 

Pilkada sudah menerbitkan PKPU untuk 

mengatur pelaksanaan teknis Pilkada 

2015. Persyaratan pada jalur independen/

perseorangan makin memberatkan bagi 

kandidat-kandidat di luar partai politik. 

Kajian ini menemukan bahwa kedua jalur 

pendaftaran digunakan oleh kandidat 

calon perempuan Pilkada 2015 seperti 

diilustrasikan pada bagian grafik 5 bagian 

dua. 

Grafik 5 pada bab sebelumnya 

menunjukkan, dari 121 kandidat 

perempuan calon Pilkada serentak 2015 

terdapat 104 (85,9%) kandidat diusung 

oleh partai politik dan 17 (14,1%) 

kandidat yang mencalonkan diri dari 

jalur perseorangan atau independen. 

Data tersebut memperlihatkan bahwa 

partai politik menjadi pilihan sebagian 

besar calon perempuan untuk ikut serta 

memperebutkan kursi kepala daerah 

dibandingkan jalur perseorangan/

independen. Partai politik masih menjadi 

pilihan pertama dalam kontestasi 

perebutan kekuasaan pada tingkat lokal. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan apa 

yang bisa dipahami bagi demokratisasi 

lokal, terutama intra- party democracy. 

Pada bagian mana dari pengembangan 

demokrasi di internal partai yang harus 

diperkuat? Jawaban atas pertanyaan 

tersebut bisa dimulai dengan mengenali 

budaya politik masyarakat luas yang 

masih menganggap bahwa politik adalah 

domain publik, dan itu berarti wilayah laki-

laki. Hal ini menjalar pada patriarkisme 

politik di tubuh partai politik. Karena 

partai politik menjadi pilihan terbesar 

kandidat perempuan dalam kasus Pilkada 

serentak 2015, maka partai politik harus 

mengembangkan model rekrutmen, 

kaderisasi dan pendidikan politik yang 

inklusif bagi perempuan. Partai politik 

perlu mengembangkan model (prosedur 

dan mekanisme) kandidasi yang inklusif 

bagi perempuan.  

Selain fungsi representasi, rekrutmen 

dan membentuk pemerintahan, satu 

di antara fungsi partai politik adalah 

kandidasi. Kandidasi merupakan 

proses memilih person-person untuk di 

tempatkan pada posisi-posisi tertentu 

baik di pemilu maupun di internal partai 

politik. Kandidasi berbeda dan memiliki 

jangkauan lebih komprehensif dan luas 

ketimbang hanya urusan rekrutmen 

calon legislatif dan eksekutif. Titik 

tekan kandidasi pada pertanyaan siapa 

di antara mereka, baik perempuan 

dan laki-laki, dapat mengajukan diri 

sebagai kandidat di dalam internal partai 

(Hazan and Rahat, 2006: 109, 111). 

Partai politik dapat menentukan proses 

dan mekanisme kandidasinya bersifat 

terbuka dan tertutup secara kontinum, 

atau terbuka pada sebagian dan tertutup 

pada bagian yang lain dari keseluruhan 

proses kandidasi. Pada bagian ini menjadi 

kelihatan fungsi partai politik sangat 

penting di dalam menentukan kandidat. 
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5.2.  MAKSIMALISASI 
PEMANFAATAN RUANG 
DEMOKRASI BAGI 
PEREMPUAN

Setiap akan digelar Pilkada biasanya 

kasak kusuk pembicaraan politik terjadi 

di sekitaran siapa calonnya, siapa 

berpasangan dengan siapa, dari partai 

politik mana, koalisi antara siapa. Platform 

urusan belakangan. Setiap dealing 

politik dalam Pilkada hal yang biasanya 

dinegoisasikan oleh partai politik dan 

atau pasangan calon adalah soal posisi. 

Apakah posisi mereka sebagai calon 

bupati atau wakil bupati, sebagai calon 

wali kota atau wakil wali kota, sebagai 

gubernur atau wakil gubernur  merupakan 

materi komunikasi, lobby dan negoisasi 

politik di antara aktor-aktor yang terlibat 

dalam Pilkada. Banyak faktor yang 

diperhitungkan dalam menentukan posisi 

ini, pertama,  kemampuan ekonomi, yang 

biasanya terkait dengan kemampuan 

pembiayaan kampanye dan pemenangan, 

kedua, kekuatan kursi di parlemen/

DPRD, ketiga, kekuatan jaringan sosial 

dan dukungan masyarakat, dan keempat, 

pengalaman dalam pemerintahan. 

Kegagalan komunikasi dan lobby 

untuk membangun kompromi dalam 

menentukan posisi antara aktor-aktor 

yang terlibat dalam Pilkada menyebabkan 

koalisi partai politik yang hendak 

dibangun bisa juga gagal. 

Grafik 16 menunjukan, dari total 

121 kandidat perempuan di Pilkada 

serentak 2015, sejumlah 104 (85,9%) 

diusung oleh partai politik dan 17 (14,9%) 

kandidat dari jalur perseorangan memiliki 

posisi yang berbeda, baik bupati, wakil 

bupati, wali kota dan wakil wali kota. 104 

kandidat yang dicalonkan partai politik 

atau gabungan partai politik terdiri 42 

orang (34,7%) kandidat sebagai calon 

bupati, 43 orang (35,5%) kandidat 

sebagai calon wakil bupati, 6 orang 

(5%) kandidat sebagai calon wali kota, 

12 (9,9%) kandidat sebagai calon wakil 

wali kota dan 1 orang (0,8%) sebagai 

gubernur. Sementara kandidat perempuan 

dari jalur perseorangan/independen yang 

berjumlah 17 kandidat terdiri dari 4 orang 

(19%) sebagai calon bupati, 9 orang 

(42,9%) kandidat sebagai calon wali kota 

dan wakil wali kota, 2 orang (9,9%).  

Pada bagian awal, khusunya 

grafik 6 tentang Perimbangan Partai 

Politik Pengusung Calon Perempuan, 

memperlihatkan, PDIP merupakan 

partai politik pengusung terbanyak 

pertama kandidat perempuan dalam 

Pilkada serentak 2015, yaitu sebanyak 

47 kandidat perempuan. Berada di 

posisi kedua, di belakang PDIP diikuti 

oleh Partai GERINDRA. Partai besutan 

Mantan Jenderal Kopassus, Prabowo, ini 

mengusung 38 kandidat perempuan. 

Berikutnya terdapat Partai Demokrat 

yang mengusung 29 kandidat perempuan, 

yang diikuti oleh Partai HANURA 27 

perempuan, dan PAN dengan jumlah 

29 kandidat perempuan. Sebelum 

Partai Demokrat, HANURA dan PAN, 

bertengger diurutan ketiga partai politik 

pengusung terbanyak adalah partai 

besutan pemilik Metro TV, Surya Paloh, 

yaitu Partai NASDEM. Pada Pilkada 

serentak gelombang pertama 2015 ini, 

partai NASDEM mengusung 36 kandidat 

perempuan. Berikutnya secara berurutan 

PKB dan PKS mengusung 21 kandidat 

perempuan. Partai Golkar mengusung 

18 kandidat perempuan, PBB dan PKPI 
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mengusung 11 kandidat perempuan 

dan terakhir partai yang paling sedikit 

mengusung kandidat perempuan adalah 

PPP, yaitu 8 kandidat perempuan. 

Memperhatikan data-data 

yang ditunjukkan pada grafik-grafik 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, perempuan tidak lagi menjadi 

kelompok yang tersisihkan di dalam 

proses-proses politik formal, seperti 

Pilkada. Ditengah-tengah patriakisme 

politik yang membudaya lama dalam 

masyarakat, perempuan lambat laun 

merebut ruang-ruang politik yang 

sebelumnya menjadi domain dan privelege 

laki-laki. Perempuan terus bergerak 

memantapkan diri mereka sejajar dengan 

laki-laki di berbagai sektor. Inilah salah 

satu kemajuan pergerakan perempuan di 

era demokratisasi. 

Meskipun masih kecil (7,3%) 

dari total jumlah kontestan Pilkada, 

perempuan sudah berhasil menggunakan 

struktur kesempatan yang ada bagi 

terpenuhinya hak-hak politik mereka, 

secara khusus, dan bagi pengembangan 

demokrasi pada tingkat lokal secara 

umum. Dilihat dari partai politik 

pengusung baik yang lolos parliamentary 

threshold maupun yang tidak perempuan 

menampilkan diri sebagai aktor politik 

yang patut mendapat tempat dalam 

hajatan formal demokrasi lokal, Pilkada. 

Perempuan juga berhasil memanfaatkan 

struktur kesempatan yang dibuka oleh 

UU. No.8/2015 dengan mencalonkan 

diri dari jalur perseorangan, Tak pelak 

jika disimpulkan bahwa Pilkada langsung 

serentak 2015 adalah ruang demokrasi 

bagi perempuan-perempuan Indonesia.  

Grafik 16 
Posisi Calon Perempuan dalam Pilkada 

Serentak 2015 dari Partai Politik dan Jalur 
Perseorangan/Independen

N: 121



Bagian VI

Perempuan-Perempuan Terpilih di 
Pilkada Serentak 2015

Bagian VI adalah bab tambahan 

dari kajian tentang Perempuan di Pilkada 

Serentak 2015: Perspektif dan Lingkar 

Kekuasaan di Sekitaran Calon Perempuan 

Peserta Pilkada yang dilakukan selama 

1,5 bulan Oktober-November 2015. 

Penambahan bab ini dimaksudkan agar 

hasil Pilkada Serentak 2015 yang telah 

digelar pada 9 Desember 2015 menjadi 

kesatuan dalam laporan ini, sehingga 

publik dapat membaca secara utuh 

laporan kajian baik sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya Pilkada serentak 2015.

Bagian ini akan memaparkan hal-

hal sebagai berikut: (1) Persentase 

antara calon dan keterpilihan perempuan 

sebagai kepala daerah; (2) pesebaran 

wilayah keterpilihan perempuan di 

Pilkada Serentak 2015; (3) Posisi calon 

perempuan terpilih; (4) Latar belakang 

perempuan kepala daerah terpilih; (5) 

Dukungan partai VS lalur perseorangan 

perempuan kepala daerah terpilih; (6) 

Hubungan perempuan terpilh dengan 

elit dominan; (7) Posisi dan perspektif 

perempuan kepala daerah terpilih.

Pada 9 Desember 2015 Pilkada 

Serentak pertama yang seharusnya 

dilakukan di 9 provinsi dan 260 kab/

kota, akhirnya hanya dilaksanakan di 8 

provinsi dan 256 kab/kota. Ada 5 daerah 

yang ditunda proses pemilihan kepala 

daerahnya, yaitu Provinsi Kalimantan 

Tengah, Kab Fak-Fak, Kabupaten 

Simalungun, Kota Pematangsiantar 

dan Kota Manado. KPU kemudian 

melaksanakan Pilkada susulan bagi 5 

daerah tersebut pada rentang Januari-

Maret 2016. Keseluruhan hasil Pilkada 

sudah diketahui dan secara resmi telah 

disahkan oleh Komisi Penyelenggara 

Pemilu. 

Seperti ditunjukkan pada Grafik 17, 

dari 121 perempuan yang mencalonkan 

diri pada Pilkada Serentak 2015 lalu, 

sebanyak 47 perempuan atau 38,8 persen 

terpilih menjadi kepala/wakil daerah baik 



sebagai bupati, wakil bupati, wali kota dan 

wakil wali kota. 

Data pada grafik 17 cukup 

menggembirakan, hampir 40% 

perempuan yang mencalonkan diri dalam 

Pilkada 2015 terpilih. Pertanyaanya 

adalah, pada posisi apa keterpilihan 

mereka. Grafik 18 menunjukkan data 

yang bisa dibaca sebagai berikut, 

bupati menempati posisi pertama, dari 

46 perempuan yang mencalonkan 

diri, hampir separuhnya terpilih (22 

perempuan). Posisi kedua adalah wali 

kota dengan 3 perempuan terpilih dari 

8 wali kota yang ikut serta bertarung 

dalam Pilkada 2015. Ketiga wali kota 

tersebut berasal dari Kota Surabaya-

Jawa Timur, Kota Bontang-Kalimantan 

Grafik 17  
Persentase Antara Calon dan Keter-

pilihan Perempuan Kepala Daerah

N: 121
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No Wilayah No Wilayah

1 Kab. Banggai Laut - Sulawesi 
Tengah

24 Kab. Lamongan –Jawa Timur

2 Kab. Batanghari – Jambi 25 Kab. Lampung Timur - 
Lampung

3 Kab. Bima - Nusa Tenggara 
Barat

26 Kab. Luwu Utara – Sulawesi 
Selatan

4 Kab. Grobogan - Jawa 
Tengah

27 Kab. Manggarai Barat - NTT

5 Kab. Gunung Kidul – DIY 28 Kab. Minahasa Selatan – 
Sulawesi Utara

Tabel 2 
Pesebaran Wilayah Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Perempuan Terpilih

Grafik 18 
Posisi Keterpilihan Perempuan di Pilkada 
Serentak 2015

N: 121
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No Wilayah No Wilayah

6 Kab. Indramayu - Jawa Barat 29 Kab. Minahasa Utara – 
Sulawesi Utara

7 Kab. Jember - Jawa Timur 30 Kab. Musi Rawas – Sumatera 
Selatan

8 Kab. Karangasem – Bali 31 Kab. Natuna – Kepulaun Riau

9 Kab. Karawang – Jawa Barat 32 Kab. Nunukan – Kalimantan 
Utara

10 Kab. Karo – Sumatera Utara 33 Kab. Pandeglang – Jawa Barat

11 Kab. Kaur – Bengkulu 34 Kab. Pekalongan – Jawa Timur

12 Kab. Kediri – Jawa Timur 35 Kab. Pesisir Barat - Lampung

13 Kab. Kendal – Jawa Tengah 36 Kab. Purbalingga – Jawa 
Tengah

14 Kab. Kepahiang - Bengkulu 37 Kab. Purworejo Jawa Tengah

15 Kab. Klaten – Jawa Tengah 38 Kab. Sambas – Kalimantan 
Barat

16 Kab. Kolaka Timur – Sulawesi 
Tenggara

39 Kab. Seram Bagian Timur - 
Maluku

17 Kota Bontang – Kalimantan 
Timur

40 Kab. Serang - Banten

18 Kota Magelang – Jawa 
Tengah

41 Kab. Sigi – Sulawesi Tengah

19 Kota Semarang – Jawa 
Tengah

42 Kab. Simalungun – Sumatera 
Utara

20 Kota Surabaya – Jawa Timur 43 Kab. Sleman - DIY

21 Kota Tangerang Selatan - 
Banten

44 Kab. Sragen – Jawa Tengah

22 Kota Tomohon – Sulawesi 
Utara

45 Kab. Tabanan – Bali

23 Kutai Kertanegara – 
Kalimantan Timur

46 Kab. Wakatobi – Sulawesi 
Tenggara

Timur dan dan Kota Tangerang Selatan-

Banten. Ketiga perempuan yang terpilih 

tersebut 2 diantaranya yaitu Kota 

Surabaya dan Tangerang Selatan adalah 

petahana, sementara Wali Kota Bontang 

adalah anggota DPR RI yang maju dari 

jalur perseorangan. Sementara itu, dari 

52 perempuan calon wakil bupati, 19 
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diantaranya terpilih. Calon wakil wali 

kota hanya 21,4% keterpilihan, atau 

3 perempuan saja dari 14 kandidat 

perempuan. Dalam Pilkada Serentak 

kali ini, hanya ada 1 calon gubernur dari 

Sulawesi Utara, namun hasil perhitungan 

suara KPU Provinsi Sulawesi Utara 

menunjukkan, Maya Rumantir, calon 

gubernur yang diusung partai Demokrat 

dan Gerindra ini memperoleh suara 

terendah dibandingkan 2 pasangan calon 

lainnya. 

Seperti sudah disinggung 

sebelumnya dalam kajian ini, kelompok 

dengan modal sosial, politik dan finansial 

besar adalah yang paling memungkinkan 

memenangi Pemilukada. Hasil Pemilukada 

seperti ditunjukkan dalam grafik 19 

mengkonfirmasi hal tersebut, lebih dari 

¾ (83%) atau 39 perempuan dari 47 

perempuan yang terpilih berlatar belakang 

petahana (13 perempuan), legislatif (12 

perempuan) dan pengusaha dan birokrat 

masing-masing 7 perempuan. Sisanya 

hanya 7 persen atau 8 orang adalah 

perempuan yang bekerja di sektor swasta 

(4 perempuan), ibu rumah tangga dan 

profesional masing-masing 2 orang. 

Kajian ini secara tajam melihat, 

dari 47 perempuan dengan latar 

belakang seperti ditunjukkan pada 

grafik 19, sejumlah 15 perempuan 

(32%) memiliki hubungan dengan elit 

dominan, yaitu mantan kepala daerah 

atau yang saat itu masih aktif namun 

segera mengakhiri masa tugasnya. Dari 

13 perempuan petahana, 6 diantaranya 

memiliki hubungan dengan elit dominan 

berupa ikatan darah (3 perempuan), 

ikatan perkawinan (2 perempuan) 

dan 1 hubungan kekerabatan. Dari 

latar belakang legislatif berjumlah 12 

perempuan, 5 diantaranya memiliki 

hubungan dengan elit dominan yaitu 

Grafik 19 
Latar Belakang Wakil dan Kepala Daerah Perem-
puan Terpilih

N: 47
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ikatan perkawinan (4 perempuan) dan 

pertalian darah 1 perempuan. Sementara 

itu, ada 1 perempuan dari kalangan 

birokrat yang adalah istri dari bupati 

Pekalongan yang masih aktif namun 

telah dua kali menjabat. Dari kalangan 

pengusaha, ada 2 orang yang memiliki 

hubungan perkawinan dengan bupati 

sebelumnya, yakni Kediri dan Klaten. 

Seperti banyak diberitakan, media di 

Kediri dua istri bupati Sutrisno, yang 

saat itu masih menjabat, namun tidak 

bisa mencalonkan lagi ikut bertarung 

dalam pilkada serentak 2015. Istri 

pertama Haryanti yang adalah pengusaha 

terpilih sebagai bupati mengalahkan istri 

keduanya Nurlaila. Sementara itu wakil 

bupati Klaten, adalah seorang pengusaha 

yang juga istri dari Bupati Klaten yang 

masih menjabat. 

Ada 47 perempuan terpilih sebagai 

wakil dan kepala daerah di Pilkada 2015 

yang tersebar di 46 kab/kota di 22 

provinsi. Dari 47 perempuan itu, sebanyak 

15 perempuan memiliki hubungan 

dengan kepala daerah sebelumnya atau 

yang saat Pilkada masih aktif seperti 

ditunjukkan pada grafik 20. Kabupaten 

Klaten adalah contoh paling vulgar proses 

demokrasi yang tidak sehat. Klaten 

adalah satunya-satunya daerah wakil dan 

kepala daerahnya adalah perempuan. Dua 

srikandi, julukan yang sering disematkan 

pada keduanya, saat itu adalah wakil 

bupati Klaten aktif yang mencalonkan diri 

menjadi bupati, berpasangan dengan istri 

Grafik 20 
Latar Belakang Wakil/Kepala Daerah dan Hu-

bungannya dengan Elit Dominan

N: 47
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bupati Klaten yang habis masa tugasnya. 

Kajian ini juga memperlihatkan, Sri Hartini, 

calon bupati Klaten atau yang terpilih 

sebagai bupati adalah istri dari almarhum 

Haryanto Wibowo, Mantan Bupati Klaten. 

Itu artinya, selama hampir 20 tahun 

kekuasaan politik di kabupaten Klaten 

hanya berputar diantara dua keluarga 

tersebut yang hari ini kembali menjadi 

pasangan kepala daerah di Klaten. Di satu 

sisi, gerakan perempuan patut bangga, 

karena perempuan telah mematahkan 

patriarki politik, banyak perempuan telah 

berkiprah dalam dunia politik, namun 

di sisi lain data kajian ini memperlihat, 

kekuasaan politik hanya berpusat pada 

segelintir elit politik. Dalam kondisi ini, 

sulit terjadi regenerasi politik yang sehat.

Grafik 21 
Perspektif Perempuan dan Posisi Kepala Daerah 
Terpilih

N: 47
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Data terakhir menggambarkan 

perspektif perempuan dari kandidat 

perempuan yang terpilih sebagai wakil/

kepala daerah di 46 kab/kota dan 22 

provinsi. Grafik 21 menunjukkan dari 

47 perempuan yang terpilih, hampir 

semuanya atau 70% (33 perempuan) 

memiliki perspektif perempuan. Secara 

berturut, bupati adalah yang paling 

banyak perspektif perempuannya 

(16 perempuan), disusul wakil bupati 

dengan 14 perempuan, wakil wali kota 2 

perempuan dan 1 wali kota perempuan. 

Hanya ada 13 perempuan wakil/

kepala daerah yang tidak berperspektif 

perempuan. Dalam kajian ini, perspektif 

perempuan yang dimaksud adalah ketika 

visi misi dan program dari kandidat 

perempuan memuat program/kerja-kerja 

yang diperuntukkan bagi perempuan 

secara khusus. 

Meski tidak semua perempuan 

terpilih memiliki perspektif perempuan, 

namun kajian menunjukkan hampir 

semua perempuan terpilih telah memiliki 

perspektif perempuan dalam visi, misi 

dan program yang dikampanyekan. Oleh 

karena itu, menjadi tugas kita bersama 

mengawal perempuan kepala daerah 

terpilih, agar senantiasa partisipatif 

menjaring aspirasi warga, khususnya pada 

soal-soal perempuan, mendorongkannya 

menjadi program atau kebijakan yang 

sungguh-sungguh mengakomodir 

kepentingan perempuan dan warga, demi 

tegaknya keadilan dan kesejahteraan 

seluruh warga. []

Di satu sisi, gerakan 
perempuan patut bangga, 
karena perempuan telah 
mematahkan patriarki politik, 
banyak perempuan telah 
berkiprah dalam dunia politik, 
namun di sisi lain data kajian 
ini memperlihat, kekuasaan 
politik hanya berpusat pada 
segelintir elit politik.



Bagian VII

Kesimpulan dan  
Rekomendasi

7.1. KESIMPULAN

Dari data-data yang telah dipaparkan 

pada bagian 2-5, kesimpulan yang dapat 

diambil dari kajian Perempuan di Pilkada 

Serentak 2015 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah perempuan yang 

menjadi kandidat dalam Pilkada 

serentak 2015 masih sangat 

kecil, hanya 7,3% atau 121 

perempuan saja dari total 

keseluruhan kandidat sejumlah 

1656 orang. Meski jumlah 

perempuan dalam kontestasi 

Pilkada sangat rendah, namun 

kehadiran mereka menunjukkan 

wilayah publik/politik yang 

selama ini menjadi domain 

laki-laki, sekarang telah menjadi 

pilihan politik perempuan untuk 

memperjuangkan agenda-

agendanya.

2. Separuh dari kandidat 

perempuan dalam kajian adalah 

mereka yang saat ini menjadi 

wakil kepala daerah yang 

kemudian maju sebagai kepala 

daerah. Ini menunjukkan bahwa 

perempuan tidak mengalami 

stagnasi politik, yang berpuas 

hanya pada posisi wakil 

kepala daerah. Artinya, selain 

perempuan memiliki dukungan 

politik, mereka juga meyakini 

bahwa kepala daerah adalah 

posisi strategis bagi pengambilan 

dan penentuan kebijakan di 

tingkat lokal. Kesimpulan ini 

diperkuat oleh hasil kajian yang 

menunjukan kategori isu politik, 

yaitu mendorong kepemimpinan 

perempuan menjadi isu yang 

paling banyak ditemukan dalam 

visi misi dan program kandidat 

perempuan.

3. Lebih dari separuh atau 

sejumlah 69 perempuan 
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penelitian pada kandidat 

perempuan yang terpilih sebagai 

kepala daerah. Hasil penelitian 

akan memberi penjelasan 

faktor apa yang memengaruhi 

keterpilihan mereka. 

5. Mendorong aktor-aktor 

alternatif perempuan untuk 

menggunakan struktur 

kesempatan pada tingkat lokal 

dalam proses politik formal. 

6. Mendorong KPU RI menyedikan 

informasi yang mudah diakses 

tentang calon kandidat kepala 

daerah untuk memudahkan 

publik melakukan tracking pada 

calon kepala daerah. 
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